BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibetidsgan untuk mengatur
kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerirddieanuk umumnya untuk
menjalankan aktivitas layanan terhadap masyaralest lan sebagai organisasi
nirlaba. Sebagai lembaga pemerintahan tujuan bokamcari keuntungan tetapi
semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemanmpeiaimgkatkan layanan
tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang @dikapai biasanya ditentukan
dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan keaem dan kenyamanan mutu
pendidikan, mutu kesehatan, dan lain-lain ( Istiya@11 ).

Salah satu masalah pengelolaan keuangan yang gdihaéanerintah
adalah anggaran. Menurut Kenis (1979) dalam WagRid®9) mengemukakan
anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yaargukian dan direncanakan
dalam periode tertentu di masa yang akan datanguaifuanggaran pada
pemerintah sangat berbeda dengan anggaran padsalpgam biasa. Tujuan
pemerintah adalah kemakmuran dan kesejahteraaratrdikykan pada profit
semata, sedangkan pada perusahaan tujuan utanah gutafit yang sebesar
besarnya dan pengorbanan yang sekecil-kecilnyanbhahl ini maka pemerintah
dan perusahaan akan berbeda dalam proses pengamggar Anggaran
pemerintah digunakan untuk melaksanakan kebijak@&mepntah dalam

pelayanan terhadap masyarakat dengan tujuan ummiakmuran masyarakat,



sedangkan anggaran perusahaan digunakan untuk m@nlsegala operasi
perusahaan untuk mencari profit perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2009;63) anggaran sektor pukkkgat penting
karena:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk nrahgan
pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambumignmeningkatkan
kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan damgik@in masyarakat
yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkalpes daya yang ada
terbatas. Anggaran diperlukan adanya masalah letéesdn sumber daya
(scarcity of resources), pilihan(choice), dantrade offs.

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemaninttelah
bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal inggaran publik
merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas ikpullleh lembaga-
lembaga publik yang ada.

Menurut Waskito (2009), untuk melihat prestasij&eatau kinerja
pemerintah diperlukan indikator kinerja yang salsétunya adalah kinerja
manajerial. Dari indikator yang ditetapkan terselpémerintah dapat menilai
kinerja manajerial aparatnya. Penilaian kinerjakidlinilai berdasarkaprofit
yang diperoleh, karena pemerintah bukan merupakgmisasi penacari laba
semata seperti pada perusahaan. Menurut Michael, Tday (2000) dalam
Waskito (2009) menjelaskan untuk mengukur kineghush pemerintah lokal

dalam perbandingannya dengan tujuan yang ditetapkeka diperlukan



akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidalalk pentingnya adalah para
pembuat kebijakan dan profesional harus merumusksin dan tujuan dari
rencana strategis mereka dengan menggunakan iapundsyarakat/publik. Jika
input dari masyarakat ini tidak di akomodasi makanamengundang kritikan,
walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakamesefisien sekalipun.

Misi utama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ydirgyisi menjadi
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undemmgor 25 Tahun
1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor aBuh 2004 menetapkan
bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas dessentralisasi, asas
dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan.d&sasitralisasi dibentuk dan
disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kotaaagdl daerah otonomi.
Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daatam pengambilan
keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sulayee yang dimiliki sesuai
dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daeredetiut. Adanya pemberian
otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaamianasepenuhnya berada di
tangan pemerintah daerah (Bastian,2006 : 12)

Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yapgndang sangat
demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi petaeryang sesungguhnya.
Reformasi sektor publik yang disertai adanya tamutiesentralisasi menjadi
suatu fenomena global termasuk Indonesia. Dese@isalmelahirkan otonomi
daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaydaanlebih mendekatkan

fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Desengsiajisga diharapkan mampu



meningkatkan percepatan pembangunan dalam usaltapagsn tujuan negara
yaitu masyarakat adil dan makmur (Avionita, 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja maiahgaalah komitmen
organisasi. Komitmen menunjukkan keyakinan dan dghka yang kuat terhadap
nilai dan sasaramg@al) yang ingin dicapai oleh organisasi. Bagi indivigang
berkomitmen tinggi, pencapaian tujuan organisasiupekan hal penting yang
harus dicapai serta berpandangan positif dan berlgaag terbaik untuk
kepentingan oraganisasi. Individu yang berkomitnieggi akan menghindari
kesenjangan anggaran, dan akan menggunakan infog@aasgar anggaran
menjadi lebih akurat. Sebaliknya, individu yangkoenitmen rendah cenderung
tidak memberikan informasi yang mereka miliki kepaatasan karena bawahan
tidak bersungguh-sungguh memenuhi tujuan organis@Sbrianti dan
Riharjo,2013).

Menurut Anoraga (2001) dalam Ramadanil (2013) nasiikerja adalah
dorongan, keinginan seseorang untuk melakukan deegjiatan atau pekerjaan
dengan berpartisipasi aktif baik waktu maupun bidgani tercapainya tujuan
yang diinginkan. Seseorang yang memiliki motivasng tinggi akan melakukan
suatu pekerjaan dengan giat dan gigih untuk mendegsid kerja yang optimal.
Sebaliknya jika orang itu memiliki motivasi yangndah maka ia akan kurang
bergairah dalam melakukan pekerjaannya, merekia tidau bekerja keras dengan
menggunakan kemampuan, kecakapan, dan keterangpitgndimilikinya.

Penelitian Hidrayadi (2015) tentang pengaruh desksdsi, partisipasi

anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi kexjhadap kinerja manajerial



SKPD kota pekanbaru menunjukan bahwa desentralsagengaruh terhadap
kinerja manajerial SKPD kota pekanbaru. Dengan yaladesentralisasi di

organisasi pemerintah maka telah mendukung pelaksarotonomi daerah
dengan memberikan wewenang kepada bawahan untylarbieipasi dalam

mengambil suatu keputusan guna mencapai tujuamartuprganisasi. Partisipasi
anggaran, komitmen organisasi dan motivasi kerga jberpengaruh terhadap
kinerja pada SKPD kota pekanbaru, sehingga haktlhatsmemudahkan untuk
tercapainya tujuan- tujuan organisasi.

Hal ini berbeda dengan penelitian Medhayanti daard@ana (2015) yang
merupakan pengembangan dari penelitian Amertad20di3) . Penelitian yang
mengambil sample di kota Denpasar ini menunjukdnwbapartisipasi penyusuan
anggaran berpengaruh negative terhadap kinerjajerahaHal ini menunjukan
bahwa atasan yang memiliki inisiatif yang rendaltukrmemprakarsai diskusi
dalam penyusunan anggaran, sehingga berdampakkpetg@ manajerial yang
semakin menurun.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitiningienguji kembali
penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi, $faasi Anggaran, Komitmen
Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Bjanal” yang pernah
dilakukan oleh Hidrayadi (2015) di Kota PekanbaPerbedaan penelitian ini
adalah objek yang berbeda yaitu pada Satuan KesjanBkat Daerah pada

Pemerintah Kabupaten Karanganyar.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukdkatas, maka yang

menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapaindiskan sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

Apakah Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinksp@rat Pemerintah
Daerah Kabupaten Karanganyar ?

Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadaperj@i Aparat
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ?

Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadaperiéin Aparat
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ?

Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinéyparat Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Pen€litian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan d, atguan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi terhadaperjid Aparat

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggararatih Kinerja Aparat
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi teypaKinerja
Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja terhadapeHa Aparat

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.



D. Manfaat Pendlitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dédpkan dapat berguna

baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjaolahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengakehijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, deseasial komitmen
organisasi, dan motivasi kerja yang dapat menirkgkekinerja manajerial

di lingkungan pemerintah daerah.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan damperluas
pengetahuan serta wawasan mengenai partisipasam@amggdesentralisasi,
komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadaperd manajerial
pemerintah daerah.
b. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjddihan acuan
untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnifaisusnya penelitian
mengenai partisipasi anggaran, desentralisasi, thueni organisasi, dan

motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pemahrdaerah.

E. Sistematika Penulisan
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Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalahjanuj
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika [issou

penelitian.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat samndiori,
kerangka konseptual, pengembangan hipotesis senalifan

terdahulu.

: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitianpujasi,
sampel, jenis dan sumber data, variabel penelge&ata metode

analisis data.

: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan aldissngang

diperlukan pengujian hipotesis dan pembahasan duaaiisis.

: PENUTUPAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bulktitkti dan
hasil analisis data, saran- saran yang diberikan Hasil

penelitian dan rekomendasi bagi penelitian selaggut



